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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12°Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); ’

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




. Undang-Undang B Nomor- "_71 ~  Tahun 2004 tentang E

 Perbendaharaan = Negara - (Lembaran Negara Republik

Lo Repubhk Indones1a Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
o Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 442 1);

. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

-Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ' Pemerintahan
" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

“10.

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara o ?:_ o
‘Republik Indones1a Nomor 4355); - e

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan . dan Tanggung - Jawab ‘Keuangan .= Negara

: '(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4400);
. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan “Nasional ' (Lembaran Negara

Nomor 4438);

. ';Undang-Undan‘g Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 139, ‘Tambahan = Lembaran Negara} |

Repubhk Indonesia Nomor 4438),

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali dengan e
 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

11.
s Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran LT
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan "

Pemerintah Daerah (Lembaran- Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk R

Indone51a Nomor 5679); 5 -
Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang -

| ,Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4502);

E 12. i
R Per1mbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana'r

2005 Nomor 137, Tambahan . Lembaran Negara Republik

- Indone31a Nomor 4575),

14,

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem

‘Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -
V'Indonesm Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran_
: Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576), ’

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
,Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, ‘Tambahan Lembaran = .

.~ Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

15,

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan" Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -~ - :

~ Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

| Repubhk Indonesm Nomor 4593);



- 16. Peraturan Pemerlntah Nomor '8 Tahun 2006 tentang
'~ . Pelaporan. Keuangan dan .Kinerja Instansi Pemerintah.
- (Lembaran - Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 ‘Nomor -
140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor ;
4578); : ‘

7. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

[ Akuntan51 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone31a Nomor 5165)

18. Peraturan Mentcrl ‘Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2014 
' tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun‘
-~ 2009  tentang - Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten . Bengkalis . Nomor ~ 3 Tahun 2015 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
' Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan

: Keuangan Daerah ‘ ‘

Dengan Persetu_]uan Bersama |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
S ,da‘n 5
BUPATI BENGKALIS S |
MEMUTUSKAN Y

- Menetapkan . PERATURAN DAERAH . TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN .
. o '~ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS _
- TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2015
- semula  berjumlah Rp. - 4,982, 847 244.766, 99 bertambah sejumlah - -
. Rp. 389.804.396.093, 14 - sehlngga menJad1 B p - ..5.8372:651.640.860,13
: ,dengan per1n01an sebaga1 berlkut 7 SRR o S
1 Pendapatan :

‘a.Semula [ S Rp 3. 683. 675 900 252 16
b, Bertambah/ (berkurang) (Rp._ 413.977. 365 387 50)

“Jumlah Pendapatan setelah Perubahan SR Rp 3 2609. 698 534. 864 66. o

2. Belanja : e
‘a.Semula Rp 4.982.847.244.766,99
b. Bertambah/ (berkurang) Rp 393, 204 385 310 64 : S
Jumlah BelanJa setelah Perubahan . Rp 5. 376 051 630.077.63
Surplus/(Deﬁ31t) setelah Perubahan ~ 'Rp. 393.204.385.310,64




3. Pembiayaan
-a. Penerimaan. : e o : :
1.Semula Rp 1.200.171.344. 514 83
2. Bertambah/ (berkurang) Rp 807. 181 750. 698 14 . ‘
“Jumlah Penenmaan setelah Perubahan . Rp 2. 106 353.095. 212 97 |
b Pengeluaran ‘  j e el ‘ SO
1. Semula S ;_? Rp : i k V"O 0‘0’
2 Bertambah/ (berkurang) ‘Rp. -~ T 0, OO v :
"~ Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rb. 0,00
Jumlah Pemblayaan Netto setelah Perubahan Rp 2 106. 353 095 212, 97 _ '

~Sisa Leblh Pemblayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp R - 0,00 - y

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 dan
- a Pendapatan Ash Daerah S S L £ ,' : '
oL Semula =~ . Rp 337 287 017 893 16
) Bertambah/(berkurang) Rp. 000

~ Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah

Perubahan V_Rp".:-337.287.0‘17'.89'3,16' e

b DanaPenmbangan e : S
1. Semula Rp3 108. 683 559. 359 oo
2. Bertambah/ (berkurang) (Rp._441. 495 802 705 OO)

Jumlah Dana Penmba_ngan setelah o :

Perubahan S ‘jRp_,.‘2‘.667;'187.756.654‘,00f‘

c Lain- Lam Pendapatan Daerah yang Sah R
1. Semula R Rp 237 705 323. 000 OO
2. Bertambah/ (berkurang) Rp 27. 518 437.317, 50

- Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah p ‘
setelah Perubahan N S Rp 265 223 760 317 50

- (2) Pendapatan Ash Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) huruf a terdm <

, dan jenis pendapatan
a. Pajak Daerah

1. Semula ' | Rp 48, 825 970 000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 000 . :
Jumlah Pa_]ak Daerah setelah Perubahan S Rp 48.825.970.000,0(_)_ g
b Retnbu31 Daerah ,k R SRR '
~ l.Semula Rp 51 255 524 ooo oo
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0, 00

Jumlah Retnbus1 Daerah setelah Perubahan : Rp 51;255.524.000,00




~c¢. Hasil Pengclolaan chayaan Dacrah yang D1p1sahkan o

1. Semula o ~ 'Rp. 3649800000000
2. Bertambah/ (berkurang) Rp L 000 | '
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah O e
' yang D1plsahkan setelah Perubahan ks j_Rp.‘ 36.498.000.000,00 -

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula o o Rp 200 707 523. 893 16
2. Bertambah/ (berkurang) Rp S 0, 00

Jumlah Lain --Lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah :
setelah Perubahan S B SRR (R Rp 200 707 523. 893 16

A _:"’(3) Dana Perlmbangan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdm dari

jenis pendapatan »
a. Dana Bag1 Has11 “ ‘ ‘ : : :
1. Semula e o Rp 3. 108 683 559 359 OO
2. Bertambah/ (berkurang) (RD 441. 495 802. 705 OO) _
Jumlah Dana Bag1 Hasil setelah Perubahan Rp 2. 667 187 7 56 654 OO‘

b DanaAloka31 Umum 1562 LaaRC e SRl
1. Semula RECEes “’“iRp. B i O',OO'V

2. Bertambah/(berkurang) - Rp.__ 0,00

Jumlah Dana Aloka31 Umum setelah Perubahan Rp i ‘ 0,00 :

C. Dana Aloka81 Khusus

1. Semula ' Rp. . 000
2. Bertambah/(berkurang)Rp 000 ]
 Jumlah Dana Aloka51 Khusus setelah Perubahan Rp e j 0,00

‘ (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) o

huruf b terd1r1 dan Jems pendapatan

" a.Hibah I e d
. i.semula Rp.” S 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 000 .

Jumlah Hlbah setelah perubahan o Rp. i 0,00

b. Danadarurat S o BREE :
1. Semula Rp. . 000
2, Bertamba.h/(berkurang) Ro. o 00 L
Jumlah Dana Darurat setelah Perubaha_n L vap. o 0,00




c. Dana Bagi Has11 Pa_]ak e T o
1. Semula ,Rp;‘ 50 ooo 000. ooo 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 3 399 989, 217 50 o L O
Jumlah Dana Bag1 Hasﬂ setelah Perubahan “Rp.b . "53;399.989.2 17,50

E d Dana Penyesualan dan Otonom1 Khusus Sy
l.Semula . Rp. 180. 571. 323. 000, 00 .
o2, Bertambah/ (berkurang) Rn 18, 752. 418 OOO 00

.~ Jumlah Dana Penyesualan dan Otonom1 Khusus o ' '
. setelah Perubahan IR S Rp 199 323 741. 000 00 v

e Bantuan Keuangan dan Prop1ns1 atau dar1 Pemenntah Daerah La1nnya
1. Semula D R Rp 7 134 000 000, OO
2 Bertambah/ (berkurang) Rp S. 366 030. 100 00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah La1nnya L o o
setelah Perubahan L ) Rp 12 500 030.100,00

Pasal 3

(1) BelanJa Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 dan

a. Belanja T1dak Langsung ‘ '
1. Semula - o Rp 1 993 473 860 537 79
2. Bertambah/ (berkurang) RD 45 649.913. 827, 84

Jumlah BelanJa Tldak Langsung setelah Perubahan s
, 5 Rp.. 2 039 123.774.365,63

b Belanja Langsung _ et :
- 1.Semula ' Rp 2. 989 373. 384. 229 20 ‘
2 Bertarnbah/(berkurang) Rp. 347.554.471. 482,80

Jumlah Belan_]a Langsung setelah Perubahan REFITRPRINS Ry o RN
. Rp. 3'336 '927 855.712, OO :

‘ (2) Belan_]a Tidak Langsung sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a terdiri dari
~ jenis belanja: S ; S o e

~ a. Belanja Pegawal;y i v L

 1.Semula . Rp 1.203.814. 113.468, 21
2. Bertambah/(berkurang) Rp 70.253, 504 046,41 o
Jumlah BelanJa Pegawa1 setelah Perubahan - Rp 1. 274 067 617.514, 62 |

b. Belanja Bunga S O ST

L Semula Rp e 0,00

_‘ 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. ~ 0,00 , . _ -
Jumlah Bclan_]a Bunga setelah’ Pcrub"ahan. _k va.' e | | 0,00




~c. Belanja Subsidi

1.Semula Rp.11. 652 340 735, oo
2. Bertambah/(berkurang)Rp . 000 TR :
Jumlah Belan_]a Subsidi setelah Perubahan | Rp ©11.652.340.735,00

d Belanja Hlbah ‘ el
1. Semula S R Rp 170 308 535 400 OO

E Y Bertambah/(berkurang) (Rp. 11 536.165.200 001

Jumlah Belan_]a Hlbah setelah Perubahan ‘Rp 158 772.370.200,00. e

- e. Belanja Bantuan Sosml

1.Semula .= . . Rp 8. 280. 100 ooo oo
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. = - 0, 00 |
Jumlah BelanJa Bantuan Sosml setelah Perubahan Rp 8.280.100,000, OO

f. Belanja Bag1 Has11 : - : :
1. Semula - ST Rp 10. 008 149 400, 00

-2, Bertambah/(berkurang)Rp .~ 000 S R »
Jumlah Bagl Has11 setelah Perubahan - Rp. = 10.008._149.400,00

g Belan_]a Bantuan Keuangan . : R
1. Semula f SRt Rp 584 983 743 000 00 o
2. Bertambah/ (berkurang) (Rp.28.454.582.000 001

Jumlah BelanJa Bantuan Keuangan setelah R ; o 5
Perubahan o s KIS -7"Rp.;_»556.529.161.000,00'f

v h Belanja T1dak Terduga

| f (3):

l.Semula ~ Rp. 4.426.878.534, 5'8""* ’
-2, Bertambah/ (berkurang) Rp. 15.387.156.981,43 :
- Jumlah Tldak Terduga setelah Perubahan Rp‘., 19. 814 035. 516 01

BelanJa Langsung sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b terdiri danif‘ S
jenis belanja: - : ; : - :

a. Belanja Pegawai S : :
1. Semula S F e Rp 172. 331 649 062 00
2 Bertambah/ (berkurang) (Rp 4 783. 863 600 OO)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp | 167.547.785.462,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula. = - j' - Rp.893. 783 632 559 20
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 96. 862 105 186 80

Jumlah Belan_]a Barang dan Jasa setelah Perubahaan 990 645 737 746,00 :




o

(2)

c. Belanja Modal 5 o
1. Semula =  Rp.1.923.258. 102.608, oo
2, Bertambah/(berkurang) Rp. 255.746.961.146,00 L
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 2 179 005.063. 754 oo o

Pasal 4
Pembiayaan Daerah :s:éBagaimana diﬁiéksﬁdddam' Pasal 1, terdiri dari:

a. Pénerimaan i L S
1.Semula Rp L 299 171 344.514, 83

2. Bertambah/(berkurang)Rp 807 181. 750 698 14 e
Jumlah Penenmaan setelah Perubahan : Rp 2 106 353 095.212, 97

b. Pengeluaran 7 R A
1. Semula R Rp. FREER  1-0,00

2. Bertambah/(berkurang)Rp 0,00 . e 7
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan e Rp B 0,00’ o8
Penenmaan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf a terd1r1 dan jenis '7 ,‘ L ‘
pembiayaan: e : e : '
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya o
1 Semula Rp. 885 808 033 708 83 :

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 380. 741.345. 965 14

- Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 1 266 549 379. 673 975 e
. setelah perubahan i

b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula " Rp. 413. 363 310 806 00
2 Bertambah / (berkurang) Rp 426 440. 404. 733 OO

Jumlah Pencalran Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp. 839 803.715.539 oo;* i

C. Hasﬂ Pen_]ualan Kekayaan Daerah yang D1p1sahkan .
1. Semula S —Rp. . .0,00 |
2. Bertambah/(berkurang)Rp G 0,00
- Jumlah Hasil Pen_]ualan Kekayaan Daerah yang.

D1p1sahkan setelah perubahan . . Rp. TR VO,OQv b

'd. Penerimaan Pm_;aman Daerah

‘1. Semula ) Rp.‘ - 0,00
2. Bertambah/(berkurang)Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembah Pembenan Plnjaman | e R
setelah Perubahan I R O N L Rp’.f:;;‘f-,'t' - ..0,00




e Penerlmaan Kembah Pemberlan Plnjaman 20
1. Semula SI e 'Rp.‘_‘_ﬂ 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penenmaan Kembah Pemberlan P1n_1aman o

: setelah perubahan et s Rp. i : o 0,00

f Penenmaan P1utang Daerah e o
1. ‘Semula SR 'Rp"*; . '0 00
2. Bertambah/(berkurang)Rp 000
Jumlah Penerimaan P1utang Daerah

setelah perubahan S N ‘, Rp e O»OVOV ; b

| -(3) Pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terd1r1 dan Jen1s
R pemblayaan S e S Sl _

a. Pembentukan Dana Cadangan ot
1. Semula = C Rp‘...‘ TN 'ooo' ’
2. Bertambah/(berkurang) Ro. 000

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah O e

b. Penyertaan Modal (Investas1) Pemenntah Daerah i
L Semula LR 3Rp.>~ R _.f ‘ OOO
2, Bertambah/(berkurang) Rp. 000
-Jumlah Penyertaan Modal (Investas1) Pemermtah

Daerah setelah Perubahan S e Rp ; : 0,00--:1; | .

e Pembayaran Pokok Utang LA :
~ 1.Semula = Rp 0,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0, OO o

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah L PR
Perubahan Sl TR » T Rp'.‘, ~ . .0,00

- d Pemberian Plnjaman Daerah , S
1. Semula R E I ~Rp; o ....0,00 g
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembenan Plnjaman Daerah setelah: O R Rt
Perubahan e L T o Rp.. - . 0,00 -

e Pembayaran Utang Kepada P1hak Ketlga

‘1.Semula = Rp. ~ ooo'

2. Bertambah/(berkurang)Rp 000
Jumlah Pembayaran Utang Kepada P1hak Ket1ga B

Setelah Perubahan RS I e Rp E n 0,00
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Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD Pemenntah Daerah

: ‘dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD

. Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang
S selan_]utnya dlsampalkan dalam laporan reahsa81 anggaran '

(2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1)
: sekurang-kurangnya memenuh1 knterla sebaga_l berlkut S

a. Bukan merupakan keglatan normal dar1 aktlﬁtas pemenntah daerah dan
' tidak dapat d1pred1ks1kan sebelumnya, | : ;

b. Tidak dlharapkan terjadi secara berulang, _

c. Berada diluar kendah dan pengaruh pemermtah daerah

d. Memiliki dampak yang s1gn1ﬁkan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan ~

e Merupakan belanJa untuk keperluan mendesak

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana dlmaksud pada ,
: ayat (2) hurufe mencakup : : :

coa. Program dan keg1atan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya -
~ belum tersedia dalam tahun anggaran ber_]alan, dan o

' b. Keperluan mendesak ‘lainnya yang apablla ditunda akan memmbulan
keruglan yang 1eb1h besar bag1 pemermtah daerah dan masyarakat :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaJmana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah i ini, yang =
merupakan baglan yang tldak terplsahkan darl Peraturan Daerah ini, yang terd1r1

1. Lampiran I - o ngkasan perubahan APBD |
2. Lampiran II ~~ Ringkasan perubahan - APBD ‘menurut urusan
e B e pemermtahan daerah dan organisasi SKPD;
3. LampiranIll _ ;Rlngkasan perubahan APBD menurut urusan
© -7 pemerintahan  daerah, = organisasi SKPD, _
‘ , E ,pendapatan belanja dan pemblayaan, ,
4. LampiranIV Rekap1tu1as1 perubahan belanJa ménurut urusan
.. pemerintahan: daerah organ1sas1 SKPD program,‘
, ‘ - dankegiatan; o
5. LampiranV L Rekapltulam pembahan belan_]a daerah untuk SRR
RN = keselarasan ' dan keterpaduan urusan .
- ‘pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka :
7 e ~pengelolaan keuangan daerah; = - '
6. Lampiran VI - Daftar perubahan Jumlah pegawa1 per golongan '

I, ,dan Per _]abatan
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7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Dalam hal landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut melalui
Peraturan Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,
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Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Desember 2015
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